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Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Alah yang Maha Kuasa 
karena atas Rahmat dan Hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
tugas ini dengan judul “PRINSIP KEHALALAN” dengan tujuan untuk memenuhi 
tugas mata kuliah metode penelitian hukum. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas ini masih jauh dari 
kategori sempurna, oleh karena itu penulis dengan hati dan tangan terbuka 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempuraan tugas yang 
akan datang. 
 Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan 
ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan moral dan spritual, langsung maupun tidak langsung dalam 
menyelesaikan tugas ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  
 
       Samata,  senin, 21-10- 2019 
 








JUDUL ............................................................................................................. i 
KATA PENGANTAR .................................................................................... ii 
DAFTAR ISI ...................................................................................................iii 
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 01 
A. Latar Belakang .......................................................................................... 01 
B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 02 
C. Tujuan Masalah  ........................................................................................ 02 
BAB II PEMBAHASAN .............................................................................. 03 
A. pengertian prinsip kehalalan...................................................................... 03 
B. prisip-prisip kehalalan ............................................................................... 06 
BAB III PENUTUP ...................................................................................... 09 
KESIMPUL .................................................................................................... 09 








A. Latar belakang Masalah 
 Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah  yang secara umum bermakna 
aturan-aturan Allah yag mengatur manusia sebaga makhluk sosial dalam semua 
urusan yang bersifat duniai. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur 
berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia saling memiliki harta 
bend dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.1Fiqh 
muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: al-muamalat al-
madiyah ( hukum kebendaan) yaitu aturan syara’ berkaitan dengan harta benda 
sebagai objek transaksi dan al-muamalat al-adabiyah (hukum perdata harta lewat 
ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan syara’ yang berkaitan dengan manusia 
sebagai subjek transaksi.2 
 Dengan demikian, secara konseptual, hukum ekonomi syariah dan hukum 
bisnis syariah memiliki hubungan yang sangat al-ahkam erat dengan fiqh 
muamalah. Hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan perturan yang 
berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak 
komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi 
lingkup kajian fiqh muamalah. Demikian pula hukum bisnis syariah yang 
merupakan kumpulan peraturan yang berkaitandengan praktek bisnis seperti jual 
beli, perdagangan dan perniagaan yang di dasarkan pada hukum Islam yang 
menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Oleh karenanya hukum ekonomi syariah 
                                                             
1Ibdalsyah dan Hensri Tanjung, Fiqh Muamalah (Bogor: Azam Bogor, 2014), h. 13.  




merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah terutama kajian hukum-hukum 
ekonomi dan harta benda. 
Dalam konteks indonesia, peradilan agama telah diberikan keluasan untuk 
menngani sengketa ekonomi syariah. Peradilan agama saat ini tidak hanya 
berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkainan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf dan sedekah saja. Melainkan juga menangani permohonan pengangkatan 
anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak serta ekonomi 
syariah. 
Dalam penjelasan Pasal $9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau 
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, di dalam prinsip-
prinsip hukum ekonomi syariah terdapat pula prinsip kehalalan, dimana segala 
aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan 
menghindari berbagai hal yang di haramkan.3 
 
                                                             
3Andri Soemitra, “Hukum ekonomi syariah dan Fiqh Muamalah” (Jakarta: kencana, 





B. Rumusan Masalah 
 1. Apa yang dimaksud prinsip kehalalan ? 
 2. apa prinsip-prinsip kehalalan pada hukum ekonomi syariah?  
C. Tujuan penulisan 
 1. untuk mengetahui pegertian prinsip kehalalan 








A. Defenisi prinsip kehalalan 
 Kata halal berasal dari bahasa Arab dari lafaz halla yang berarti “lepas” 
atau “tidak terikat” Dalam kamus istilah fikih, kata halal di pahami sebagai segala 
sesuatu yang boleh dikerjakan atau dinamakan. Dengan pengertian bahwa orang 
yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah swt. Istilah halal, biasanya  
berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan nasi atau 
minum air atau juga berhubungan dengan masalah perbuatan misal jual beli para 
ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa hukum jual belih itu mubah (boleh).4 
Dengan adanya hukum mubah pada jual beli maka dapat dikatakan bahwa apa 
yang dihasilkan dari proses jual beli itu halal untuk dipergunakan. 
 Kata halal selalu dilawankan dan dikaitkan dengan kata haram yaitu 
sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara’. Berdosa jika 
mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya, misalnya memakan 
bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya,atau hasil mencuri dan 
menipu. Haram juga biasa disebut dengan maksiat atau perbuatan jahat. Haram 
dibagi menjadi dua macam yaitu: pertama, haram lidzatihi, yaitu suatu hal yang 
pada dasarnya memang dilarang oleh syara’, seperti darah, babi, bangkai, dan 
khamar. Kedua, haram li ghairihi, yaitu suatu hal yang pada dasarnya tidak 
dilarang oleh syara’, tetapi karena adanya hal-hal lain yang timbul kemudian, 
maka perbuatan itu lalu menjadi dilarang atau haram, seperti mempraktikkan riba, 
bermain kartu itu boleh tetapi kemudian disertai dengan taruhan maka menjadi 
haram. Begitu juga jual beli, hukum dasarnya halal, tetapi jika ada unsur gharar 
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(ketidakpastian), maka trasaksi jual beli itu menjadi haram dan dilarang oleh 
syara’.  
 Masalah halal dan haram merupakan hak prerogatif Allah swt dan 
Rasulnya untuk menentukannya, oleh karna itu, penetapan masalah halal dan 
haram harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam. Beberapa ayat al-
Quran telah memberiku rambu-rambu tentang makanan dan bahan makanan serta 
cara memperolehnya berdasarkan cara yang baik (halal)  dan jauh dari haram 
untuk digunakan oleh umat Islam. Dalam QS al-Baqarah/2:ayat:168, Allah swt 
berfirman. 
 ُّكَل ۥ َُّه ِنإ ِِۚنََٰطۡي
َ  شلٱ ِتَٰ َو ُّط ُّخ 
ْ










ك ُّساَ نلٱ اَه ُّ ي
َ
أ َََٰٰٓي  ٌنِيب ُّ م ّٞ  و ُّدَع ۡم 
Terjemahnya: 
hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di Bumi, dn janganlah kamu itu mengikuti langkah-langkah 
setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. 
yang Kemudian dalam QS al-Maidah/5:88. 
 ِ  يَط ا
ٗ
لََٰلَح ُّ َ  للّٱ ُّم ُّكََقزَر ا َ مِم 
ْ
او




لٱ َ َ  للّٱ 
ْ
او ُّقَ تٱَو ۚاٗب 
Terjemahnya: 
 Dan makanlah makanan yang halal lagibaik dari apa yang Allah telah 
rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-nya. 
 Selain ayat al-Quran tersebut, di atas Rasulullah saw telah menjelaskan 
tentang halal dan haram. Di antaranya Hadis yang diriwayatkan darri Ali r.a., 
bahwa seorang prida datang menemui  Rasulullah saw menanyakan tentang usaha 
apa yang baik dalam berinvestasi. Beliau bersabda: “ perkejaan yang baik adalah 
perkerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya dan setiap transaksi jual 
beli  yang dilakukan adalah dengan cara yang halal. Allah swt sesungguhnya 
menyukai orang yang  beriman dan orang-orang yang profesional, serta orang-
orang yang menderita karena membiayai keluarganya, perbuatan ini tidak 





 Prinsip-prinsip dasar yang di atur oleh hukum Islam, pertama, prinsip 
halal: seorang muslim diperintahka untuk mengonsumsi makanan halal dan tidak 
mengonsumsi makanan yang haram. Prinsip ini juga berlaku bagi hal lain selain 
makanan, karena itu pula seseorang muslim diharuskan membelanjakan 
pendapatannya hanya pada barang nyang halal saja.  Kedua, prinsip kebersihan itu 
menyehatkan, kata “”tayyib”  bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, 
menyehatkan higienis dan kondusif bagi kesehatan, lawan katanya adalah 
“khaba’is”  yang berarti barang-barang tiak suci, tidak menyenangkan buruk, 
tidak sedap dipandang, maupun dicium atau dimakan. Ketiga,  prinsip 
kesederhanaan: prinsip kesederhanaan dalam komsumsi berarti bahwa setiap 
orangharus mengonsumsi makanan dan minuman sekadarnya dan tidak 
berlebihan, karena berlebihan akan berbahaya bagi kesehatan, demikian pula 
dalam membelanjakan harta, seseorang tidak boleh berlaku boros dan juga tidak 
boleh berlaku kikir.5 
Mengapa dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dam 
berinvestasi? Dalam kaitan ini, M Nadatuzzaman Husen dkk.” Mengemukakan 
bahwa mencari rezeki (berinvestasi)  dengan cara halal karena:  
Pertama, kehendak syar’i Allah swt dan Rasulnya telah memberikan bimbingan 
dalam mencari rezeki (berinvestasi) yaitu melakukan yang halal dan menjauhkan 
yang haram. 
Kedua, di dalam halal mengandung keberkahan 
Ketiga, di dalam halal mengandung manfaat dan maslahah yang agung bagi 
manusia. 
Keempat,  di dalam halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia. 
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Kelima, pada halal melahirkan pribadi yang istiqomah yakni yang selalu berada 
dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan keikhlasan daan keadilan;  
Keenam, pada halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira’i qana’ah, santun, 
dan suci dalam segala tindakan;  
Ketujuh,  pada halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan 
keadilan dan membela yang benar. 6 
B. Prinsip-prinsip halal 
 Masalah halal dan haram merupakan hak prerogatif Allah swt. Dan 
Rasulnya untuk menentukan. Oleh karena itu, penetapan halal dan haram harus 
mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam, baik ayat-ayat al-Quran maupun 
hadis-hadis nabi, qiyas, dan ijma  ulama.   
Menurut N. Nadratuzzaman (2007) persoalan kehalalan menjadi sangat 
fundamental dalam mencari rezeki (investasi), karena: 
1. kehendak syar’i 
2. sesuatu yang halal mengandung keberkahan 
3. di dalam yang halal mengandung manfaat dan maslahah 
4. yang halal akan membawa pengaruh yang positif bagi perilaku manusia 
5. yang halal akan melahirkan pribadi yang istiqamah dalam kebaikan, 
kesalehan, ketakwaan, dan keadilan. 
6. Yang halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira’i, qana’ah, santun 
dan suci dalam tindakan. 
7. Yang halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan 
keadilan, dan membela kebenaran. Sebaliknya investasi yang haram akan 
melahirkan sikap dan kepribadian yang sebaliknya.7 
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Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun 
cara permanfaatannya, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah 
memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Satu hal 
industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu industri makanan halal. 
Industri pakaian halal, industri keuangan halal , industri bisnis perjalanan halal, 
industri obat dan kosmetik halal, dan industri media dan rekreasi halal. Yusuf 
Qaradhawi secara khusus menyebutkan sejumlah prinsip berkaitan dengan aspek 
halal dan haram dalam muamalah, yaitu, 
1. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya, asal 
sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah tidak ada satupun yang 
haram, kecuali karea ada nash yang sah dan tegas dari syarif (yang 
berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan rasul) yang 
mengharamkannya. Jika tidak ada nash yang sah-misalnya karena ada 
sebagian hadis lemah atau tidak tidak ada nash yang tegas (shahih) yang 
menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu 
mubah. Segala hal yang Allah haramkan  ada sebab dan hikmahnya. 
Wilayah haram dalam syariat sangat sempit sekali dan arena halal sangat 
luas. Nash-nash yang sahih dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat 
minim. Adapun sesuatu yang tidak ada keterangan halal haramnya kembali 
kepada hukum asal yaitu halal (mubah)dan termasuk dalam kategori yang 
dima’fu-kan Allah.  
2. Penghalalam dan pengharaman atas sesuatu hanyalah weenang Allah swt 
semata. Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan 
halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan 





agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata di tangan Allah 
swt. 
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk 
perilaku syirik terhadap Allah swt. Mengharamkan sesuatu yang halal 
dapat dipersamakan dengan syirik. Dan justru itu pula al-Quran dalam 
surah al-araf, (7): 32:33 menentang keras sikap orang-orang musyrik Arab 
yang berani mengharamkan atas diri mereka makanan dan binatang yang 
baik-baik, padahal Allah tidak mengizinkannya. 
4. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya kejahatan dan 
bahaya, mengharamkan sesuatu yang halalitu dapat membawa sat 
keburukan dan bahaya.Perilaku orang yang menjauhi hal yang untuk 
menjaga kesucian diri merupakan perilaku yang keliru. Di dalam Islam 
cara Allah menutupi kesalahan, bukan dengan mengharamkan barang-
barang yang lain, tetapi ada beberapa hal yang diantaraya tobat, 
mengerjakan amalan-amalan yang baik, dan bereekah. 
5. Sesuatu diharamkan karena sesuatu itu buruk dan berbahaya. Seluruh 
bentuk bahaya hukumnya adalah garam. Sebaliknya sesuatu yang 
bermanfaat hukumnya halal. Jika suatu persoalan bahayanya lebih besar 
daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaiknya, 
kalau manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal.  
6. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak 
lagi membutuhkan yang haram. Allah swt tidak memberikan suatu 
kesempitan (hal-hal haram) kepada hambanya, melainkan disitu juga 
dibuka suatu keleluasaan di segi lain. Karena Allah sama sekali tidak 





gantikan dengan minuman lain yang nikmat dan sehat. Daging babi yang 
haram juga digantikan Allah dengan daging lain yang nikmat dan halal.  
7. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula 
hukumnya. Apabila Islam telah megharamkan sesuatu, maka wasilah dan 
cara apa pun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya 
adalah haram seperti mendekati zina; semua pihak yang terlibat dengan 
minuman keras dan transaksi riba.  
8. Menyiasati yang haram, haram hukumnya. Islam telah mengharamkan 
seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara 
yang jelas, maka begitu uga Islam mengharamkan semua siasat 
(kebijakan) untuk berbuat haram dengan cara-cara  yang tidak begitu jelas 
dan siasat setan (yakni yang tidak tampak). Patut diwaspadai keganjilan di 
zaman sekarang banyak yang orang menamakan pornoaksi dengan nama 
seni tari, khamar dinamakan miuman rohani, dan riba dinamakan 
keuntungan dan sebagainya. 
9. Keadaan terpaksa memperbolehkan yang terlarang. Seseorang muslim 
dalam keadaan yang sangat memaksa, di perkenankan melakukan yang 
haram  karena dorongan keadaandan menjaga diri dari kebinasaan. 8 
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1. Kata halal berasal dari bahasa Arab dari lafaz halla yang berarti “lepas” 
atau “tidak terikat” Dalam kamus istilah fikih, kata halal di pahami sebagai 
segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dinamakan. Dengan pengertian 
bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah swt. 
Istilah halal, biasanya  berhubungan dengan masalah makanan dan 
minuman, misalnya makan nasi atau minum air.  
2. Kata halal selalu dilawankan dan dikaitkan dengan kata haram yaitu 
sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara’. Berdosa jika 
mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya, misalnya memakan 
bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya,atau hasil 
mencuri dan menipu. 
 
B. Saran 
Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi 
membutuhkan yang haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, 
maka haram pula hukumnya. Sesuatu itu diharamkan karna sesuatu itu buruk 
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